
 

 
 
 

 

Walikota Tasikmalaya 
Provinsi Jawa Barat 

PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 

NOMOR : 42  TAHUN 2017 
 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA 
NOMOR 55 TAHUN 2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT  

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TASIKMALAYA 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TASIKMALAYA,  

 
Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka penyediaan pedoman pelaksanaan 

tugas yang lebih jelas dan sesuai dengan nomenklatur dan 
struktur unit kerja yang telah terbentuk, perlu diadakan 
perubahan terhadap Peraturan Walikota Tasikmalaya 

Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian 
Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang 
Kota Tasikmalaya; 

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Walikota 

Tasikmalaya tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota 
Tasikmalaya Nomor 55 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok 
dan Rincian Tugas Unit Dinas Pekerjaan Umum dan 

Penataan  Ruang Kota Tasikmalaya;    

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang 

Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117); 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 

132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 132); 

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur 

Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5494); 



 

 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang 

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang 
Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
3547) sebagaimana diubah oleh Peraturan Pemerintah   

Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan 
Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 2006 tentang Jalan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 

86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4655); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

12. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 9 Tahun 2008 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 

Kota Tasikmalaya Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2008 Nomor 89); 

13. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya 5 Tahun 2016 tentang 

Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan 
Pemerintah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Kota 
Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 178); 

14. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 7 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat 

Daerah (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 180); 

 



 

 

 

15. Peraturan Walikota Tasikmalaya Nomor 40 Tahun 2016 

tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok, 
Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah 
Kota Tasikmalaya Tahun 2016 Nomor 296); 

                      

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN WALIKOTA TASIKMALAYA NOMOR 55 TAHUN 

2016 TENTANG TUGAS POKOK DAN RINCIAN TUGAS UNIT 
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA 
TASIKMALAYA 

 

Pasal I 

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Walikota Tasikmalaya 55 
Tahun 2016 tentang Tugas Pokok dan Rincian Tugas Unit 
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan  Ruang Kota 

Tasikmalaya (Berita Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2016 
Nomor 311), ditambah 1 (satu) angka yakni angka 12, sehingga 

Pasal 1 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kota Tasikmalaya. 

2. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya. 

3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah 
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota 
Tasikmalaya. 

5. Dinas adalah Dinas Perkerjaan Umum dan Penataan Ruang 

Kota Tasikmalaya. 

6. Kepala Dinas adalah Kepala Perkerjaan Umum dan 

Penataan Ruang Kota Tasikmalaya. 

7. Unit adalah Unit Kerja yang tergambar dalam Struktur 
Organisasi Dinas. 

8. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah Unit Pelaksana Teknis 
Dinas pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang 
Kota Tasikmalaya yang melaksanakan tugas teknis 

operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu 
yang selanjutnya disebut UPTD. 

9. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Tasikmalaya 
Nomor 40 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, 
Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat 

Daerah. 

 

 



 

 

10. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan 
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai 

Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam 
pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau 
keterampilan tertentu serta bersifa mandiri. 

11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai 
Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara 

penuh untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan 
keterampilan dan keahliannya dalam rangka mendukung 
kelancaran tugas pokok UPTD. 

12. Jalan adalah jalan yang menjadi kewenangan pengelolaan 
Dinas yaitu seluruh ruas jalan yang pengelolaannya 
menjadi kewenangan  daerah kecuali jalan perumahan dan 

permukiman yang bukan penghubung dua ruas jalan 
dengan fungsi diatasnya serta gang. 

 

Pasal II 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya. 

 

 

 

Ditetapkan di Tasikmalaya 

pada tanggal 16 November 2017 

  WALIKOTA TASIKMALAYA, 

 

 ttd 

 

        H. BUDI BUDIMAN 

 

 
 
Diundangkan di  Tasikmalaya 

pada tanggal 16 November 2017 

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA, 

              

    ttd 

   

            IVAN DICKSAN HASANNUDIN 

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2017 NOMOR 407 


